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A total of 60,941 Village-Owned Enterprises (VoE) have been established in 

Indonesia as of 2023. However, most of them have not yet optimally 

supported Village Original Income (PADes), which raises questions about 

their effectiveness as instruments for rural development. This study aims to 

map the financial performance of VoE based on their contribution to PADes 

in the Eks Karesidenan Surakarta region using a spatial analysis approach 

based on Geographic Information System (GIS) with Kernel Density 

Estimation (KDE) and Buffer Zone Analysis. Secondary data from 1,411 

villages across six regencies were analyzed in a qualitative descriptive 

manner. The results show that the majority of VoE have not made significant 

contributions to PADes, with 957 villages recording zero contribution. 

Klaten Regency stands out as a high-performance cluster, especially for VoE 

in the tourism sector. The buffer zone analysis identified 175 villages 

surrounding high-performing VoE with the potential to benefit from spillover 

effects. These findings emphasize the need for VoE development policies that 

are based on local potential and spatial approaches to ensure more equitable 

benefits. This study is expected to serve as a reference for formulating 

evidence-based rural development policies. 
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Abstrak  

Sebanyak 60.941 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah didirikan di 

Indonesia hingga tahun 2023. Sebagian besar di antaranya belum optimal 

mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes), yang memunculkan pertanyaan 

mengenai efektivitasnya sebagai instrumen pembangunan desa. Penelitian ini 

bertujuan memetakan kinerja keuangan BUM Desa berdasarkan kontribusi 

keuntungannya terhadap PADes di kawasan Eks Karesidenan Surakarta 

menggunakan analisis spasial berbasis Geographic Information System (GIS) 

dengan pendekatan Kernel Density Estimation (KDE) dan Buffer Zone 

Analysis. Data sekunder dari 1.411 desa di enam kabupaten dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan mayoritas BUM Desa belum 

berkontribusi signifikan ke PADes, dengan 957 desa mencatat kontribusi nol. 

Kabupaten Klaten menonjol sebagai klaster kinerja tinggi, terutama BUM 

Desa dengan sektor pariwisata. Analisis zona buffer mengidentifikasi 175 

desa di sekitar BUM Desa berkinerja tinggi yang berpotensi mendapat efek 

limpahan (spillover effect). Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan 

pengembangan BUM Desa berbasis potensi lokal dan pendekatan spasial agar 

manfaatnya lebih merata. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan 

pengambilan kebijakan pembangunan desa berbasis bukti (evidence-based 

policy). 
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PENDAHULUAN  

 

Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan 

Indonesia. Penelitian Aji (2022) menjelaskan bagaimana desa dan kota di Indonesia memiliki 

karakteristik ekonomi dan sosial yang timpang, desa masih identik dengan kemiskinan dan 

ketertinggalan, sedangkan kota telah mampu menciptakan kemandirian ekonomi dengan pertumbuhan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang stabil. Data pada Gambar 1 semakin menguatkan fakta 

luasnya kesenjangan yang terjadi, tidak hanya terlihat pada aspek ekonomi seperti rasio kemiskinan, 

tetapi juga aspek non-ekonomi seperti akses pendidikan dan pemenuhan layanan kesehatan. 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 

 

Gambar 1. Grafik Ketimpangan Desa dan Kota di Indonesia Tahun 2023 

 

Pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan 

berkeadilan, sebab apabila permasalahan sosial ekonomi di perdesaan dapat teratasi, maka sebagian 

besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan, mengingat 91 persen wilayah Indonesia 

adalah perdesaan (Iskandar, 2020). Keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan percepatan 

pembangunan desa nampak dari dikeluarkannya berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menjadi titik 

penguatan komitmen dan perhatian Pemerintah terhadap pembangunan desa (Setiawan & Melinda, 

2020). UU tersebut mengamanatkan bahwa salah satu instrumen yang diandalkan untuk mencapai tujuan 

pembangunan desa yang merata adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kehadiran BUM Desa 

diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kemandirian ekonomi perdesaan 

(Gabetini & Qibthiyyah, 2025). 

Konsep entitas usaha berbasis komunitas seperti BUM Desa telah diterapkan lebih dulu oleh 

beberapa negara di dunia. Ambarwati et al. (2023) menjelaskan bahwa di China, Township and Village 

Enterprises (TVE) berhasil memberdayakan tenaga kerja yang berdampak pada signifikansi penurunan 

angka pengangguran. Jepang memiliki Social Enterprise Art Business yang mampu menciptakan usaha 

baru di pedesaan yang sebelumnya mengalami depopulasi (Qu et al., 2022). Tujuan dari entitas-entitas 

tersebut serupa dengan BUM Desa, yaitu berupaya menciptakan nilai tambah terhadap potensi yang ada, 

dan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat desa. Keberhasilan implementasi entitas di 

negara-negara tersebut dapat menjadi praktik baik (best practice) yang layak dijadikan acuan dalam 

pendirian BUM Desa. 

Dukungan Pemerintah melalui berbagai program dan pendanaan membuat semakin pesat dan 

masifnya pendirian BUM Desa. Gambar 2 menunjukkan adanya tren jumlah BUM Desa yang 
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mengalami kenaikan yang signifikan sejak diundangkannya UU Desa. Sampai tahun 2023, telah hadir 

65.941 unit yang menjalankan berbagai bidang usaha ekonomi dan non ekonomi, mulai dari pariwisata, 

perdagangan, jasa, pertanian, pendidikan, hingga lingkungan dan energi.  

 
 

 
  Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024 

 

Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah BUM Desa di Indonesia 

Efektivitas BUM Desa dalam mendukung pembangunan desa namun masih menjadi perdebatan. 

Penelitian membuktikan bahwa BUM Desa mampu memberikan akses peningkatan pendapatan 

masyarakat desa (Ramadhan et al., 2022), unit-unit usahanya juga mampu menjaga ketahanan pangan 

desa (Puri & Khoirunurrofik, 2021), serta berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja (Danil & 

Fordian, 2022). Tidak hanya ekonomi, ia juga berperan sebagai media pemberdayaan sosial masyarakat 

desa (Badaruddin et al., 2021). Ultari & Khoirunurrofik (2024) menguatkan pendapat terkait efektivitas 

BUMDes di mana keberadaannya dibuktikan mampu mendukung ketercapaian desa mandiri. 

Berseberangan dengan beberapa studi tersebut, Kusmulyono et al. (2023) menjelaskan bahwa 

banyaknya jumlah BUM Desa di suatu daerah tidak serta menyebabkan perbaikan perekonomian desa. 

Penelitian Sinarwati & Suarmanayasa (2023) juga membuktikan bahwa keuntungan BUM Desa tidak 

terlalu berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa.  

 
 Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024 

 

Gambar 3. Kontribusi Keuntungan BUM Desa ke PADes Tahun 2023 
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Apabila dilihat dari data kinerja keuangannya, kontribusi BUM Desa ke kas desa dalam bentuk 

Pendapatan Asli Desa (PADes) masih belum optimal. Gambar 3 menjelaskan bagaimana distribusi 

kinerja keuangan BUM Desa di Indonesia yang relatif timpang. Pada tahun 2023, meskipun terdapat 12 

BUM Desa yang berhasil memberikan bagi hasil ke PADes hingga lebih dari Rp500 juta, namun secara 

agregat, hanya 13 persen yang berhasil menyumbang ke kas desa, sisanya nol. Nihilnya kontribusi 

keuntungan ke PADes menunjukkan masih rendahnya efektivitas sebagian besar BUM Desa dalam 

menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. 

Fenomena tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini untuk melakukan pemetaan spasial 

berbasis Geographic Information System (GIS) terhadap kinerja BUM Desa berdasarkan kontribusi 

keuntungannya terhadap PADes. Melalui analisis Kernel Density Estimation (KDE) dan Buffer Zone 

Analysis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola spasial kinerja keuangan BUM Desa, 

wilayah yang membentuk klaster kerapatan dari tinggi hingga rendah, serta potensi area penyangga 

(zona buffer) yang berpeluang menerima efek limpahan (spillover effect) dari kesuksesan BUM Desa 

lain. Pemetaan berbasis data spasial menjadi penting agar kebijakan pengembangan BUM Desa dapat 

lebih terarah, sehingga optimalisasi kinerja BUM Desa dapat tercapai secara merata. Hal ini didukung 

oleh studi Fafurida et al. (2023) dan Maskun et al. (2021), keduanya menjelaskan bahwa analisis spasial 

terbukti mampu mengidentifikasi wilayah potensial untuk pengembangan desa-desa secara 

berkelanjutan serta menyediakan informasi untuk pengambilan kebijakan. Berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang lebih menekankan pada pemetaan potensi BUM Desa (Rahmawati et al., 2025; Sofianto 

& Risandewi, 2021), penelitian ini berfokus pada pemetaan kinerja keuangan BUM Desa sehingga 

memberikan kontribusi baru bagi pengembangan literatur GIS terkait pembangunan desa. Analisis 

kinerja merupakan komponen penting untuk mengukur efektivitas BUM Desa sebagai instrumen 

pembangunan, sekaligus memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti 

(evidence-based policy). 

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pola spasial dari kinerja keuangan BUM Desa di kawasan 

Eks Karesidenan Surakarta. Adapun kinerja keuangan diukur berdasarkan besaran kontribusi 

keuntungan BUM Desa ke PADes, yaitu sumbangan keuntungan yang dihasilkan oleh BUM Desa 

kepada pemerintah desa (Bahtiar et al., 2021). Mengacu pada tujuan penelitian yang berfokus pada 

analisis BUM Desa, maka wilayah penelitian dalam studi ini mencakup seluruh wilayah administratif 

berbentuk desa di Kawasan Eks Karesidenan Surakarta dikarenakan BUM Desa merupakan badan 

hukum yang hanya dapat dibentuk oleh desa dan atau bersama desa-desa. Kawasan Eks Karesidenan 

Surakarta sendiri merujuk pada bekas wilayah administratif Karesidenan Surakarta (Nursanty, 2020) 

yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Pemilihan lokasi didasarkan 

alasan keragaman kinerja dan potensi BUM Desa. Empat dari lima BUM Desa penyumbang PADes 

tertinggi di Jawa Tengah berada di kawasan ini, namun sebagian besar BUM Desa masih belum optimal 

dari segi keuangan dan kelembagaan. Selain itu, variasi karakteristik usaha BUM Desa (seperti 

pariwisata di Kabupaten Klaten dan perdagangan di Kabupaten Sukoharjo) dan keanekaragaman 

geografis, juga menjadikan Eks Karesidenan Surakarta cukup representatif untuk menggambarkan 

kondisi BUM Desa di kawasan-kawasan lain di Jawa Tengah.  

Gambar 4 berikut menyajikan kerangka berpikir penelitian guna memahami fenomena yang 

diteliti secara lebih jelas. 
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Sumber: Modifikasi Penulis, 2025 
 

Gambar 4. Kerangka Berpikir Penelitian  

 

 

METODE PENELITIAN  

 

     Penelitian ini menganalisis 1.411 desa yang tersebar di enam kabupaten di Eks Karesidenan 

Surakarta, yaitu Kabupaten Wonogiri (251 desa), Klaten (391 desa), Sukoharjo (150 desa), Boyolali 

(261 desa), Karanganyar (162 desa), dan Sragen (196 desa). Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif berbasis GIS, dengan dukungan data kuantitatif. Data sekunder berupa data spasial 

dan data statistik yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik dokumentasi, bersumber 

dari website resmi Badan Informasi Geospasial dan publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dengan basis tahun 2023. Pengolahan data dilakukan menggunakan 

aplikasi ArcMap versi 10.8. 

Penelitian ini juga menambahkan dua alat analisis sebagai bagian dari GIS. Pertama, 

menggunakan Kernel Density Estimation (KDE), sebuah metode analisis spasial untuk memvisualkan 

pola kerapatan dan tren sebaran suatu unit analisis (Yang et al., 2023). KDE digunakan untuk 

mengidentifikasi klaster spasial kinerja BUM Desa berdasarkan besaran kontribusi keuntungan ke 

PADes, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang membentuk klaster BUM Desa berkinerja tinggi 

hingga rendah. Kedua, Buffer Zone Analysis digunakan untuk memetakan wilayah yang secara geografis 

berpotensi terdampak langsung oleh suatu objek (Fang et al., 2023). Studi ini mengadopsi pendekatan  

Berawi et al. (2020) dan Fang et al. (2023) dengan menjadikan BUM Desa berkontribusi tinggi terhadap 

PADes sebagai pusat buffer, guna melihat kemungkinan transfer manfaat ke desa-desa di sekitarnya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hingga tahun 2023, dari total 1.411 desa di kawasan Eks Karesidenan Surakarta, hanya tersisa 32 

desa yang belum memiliki BUM Desa, artinya lebih dari 97 persen desa telah menjalankan amanat UU 

Desa untuk dapat mendirikan BUM Desa sebagai media pengembangan ekonomi, penyedia pelayanan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Kebermanfaatan BUM Desa dalam pembangunan dapat diukur melalui 

beberapa kriteria, salah satu pengukur kinerja BUM Desa adalah dengan melihat seberapa besar 

kontribusi keuntungannya kepada PADes (Arindhawati & Utami, 2020).  

Gambar 5 menampilkan hasil pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan Geographic 

Information System (GIS) untuk melihat pola sebaran kontribusi keuntungan BUM Desa terhadap 

PADes pada desa-desa di kawasan Eks Karesidenan Surakarta tahun 2023. Terdapat lima kategori 

nominal kontribusi yang didasarkan pada klasifikasi kinerja keuangan BUM Desa dalam Keputusan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022 tentang 

Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, yaitu: Rp0; <Rp10 

LATAR BELAKANG:  

Permasalahan ketimpangan Desa-Kota 

® 

BUM Desa hadir sebagai instrumen 

pembangunan desa 

® 

Kinerja BUM Desa belum optimal 

dan masih menjadi perdebatan 

 

TUJUAN:  

Memetakan 

persebaran BUM 

Desa di kawasan 

Eks Karesidenan 

Surakarta 

berdasarkan 

kinerja keuangan 

 

METODE:  

Analisis 

kualitatif 

spasial 

berbasis 

Geographic 

Information 

System (GIS) 

LUARAN:  

- Peta spasial 

kinerja keuangan 

BUMDesa 

- Identifikasi 

BUM Desa 

unggul & 

tertinggal 
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Juta; Rp10 Juta-Rp50 Juta; >Rp50 Juta-Rp100 Juta; dan >Rp100 Juta. Klasifikasi tersebut diwakili oleh 

lima warna berbeda sebagaimana ditampilkan pada bagian Legenda Peta. 

 
Sumber: Data diolah menggunakan Arcmap Ver 10.8, 2025 

 

Gambar 5. Peta Persebaran Kontribusi Keuntungan BUM Desa ke PADes Tahun 2023 

 

Data pemeringkatan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Hasil Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha 

Milik Desa Bersama (2023) menunjukkan bahwa di tahun 2023, dari 144 BUM Desa maju di Jawa 

Tengah, 32 unit (22 persen) di antaranya berlokasi di Eks Karesidenan Surakarta, meskipun kawasan ini 

hanya mencakup sekitar 17 persen dari total luas provinsi. Proporsi ini dapat menjadi indikator positif 

terhadap kinerja kelembagaan BUM Desa di kawasan tersebut. Namun apabila dilihat secara agregat 

pada Gambar 5, mayoritas desa masih memiliki BUM Desa dengan kontribusi PADes sebesar Rp0, yang 

ditandai oleh warna merah dan mencakup 957 desa. Pola ini terlihat mendominasi hampir seluruh 

kabupaten, terutama di wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali bagian utara, dan sebagian besar 

wilayah Kabupaten Wonogiri. Hanya 18 desa yang menunjukkan kontribusi BUM Desa terhadap PADes 

pada kategori tertinggi, yaitu di atas Rp100.000.000 (ditandai warna kuning). 

Warna merah hampir memenuhi seluruh luas wilayah pada Gambar 4, menunjukkan bahwa 

kinerja BUM Desa di kawasan Eks Karesidenan Surakarta relatif masih rendah, khususnya dalam hal 

kontribusi keuntungan. Sejumlah penelitian mengidentifikasi berbagai faktor penyebab lemahnya 

kinerja ekonomi BUM Desa. Sofianto & Risandewi (2021) menjelaskan bahwa rendahnya profitabilitas 

BUM Desa disebabkan oleh pemilihan jenis usaha yang belum berbasis pada potensi desa. Padahal, 

jumlah dan jenis usaha yang sesuai dengan potensi terbukti memiliki prospek yang baik dan berhasil 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Olivia, 2023). Teknologi yang belum memadai (Iskandar, 

2020), masih tingginya ketergantungan pada pendanaan pemerintah (Ambarwati et al., 2023), serta 

rendahnya partisipasi masyarakat (Olivia, 2023),  juga menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja 

BUM Desa.  


